
LEMBARAN  DAERAH 
KOTA BANDUNG 

 

TAHUN : 2009 NOMOR : 23

PE R A T U R AN  D AE R A H  KOT A  B A ND U N G 

N O M O R  :  2 3  T A H U N  2 0 0 9  

T E N T A N G  

U SA R A M IKR O ,  KE C I L,  D A N M E NE N G A H  

D E N G A N  R A H M A T  T H A N  Y A N G  M A H A  E S A  

WALIKOTA BANDUNG, 

Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting 
dalam menopang laju pertumbuhan ekonoml daerah dengan menyerap 
banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi terjadinya pengangguran;   

b. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim usaha mikro, kecil, dan 
menengah yang memiliki daya saing yang kuat, perlu dilakukan pengaturan 
mengenai perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan 
terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang usaha 
mikro, kecil, dan menengah; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota 
Besar di lingkungan Propping Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan 
Wilayah/Daerah); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3274); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3817); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  

 

7. Undang-Undang …… 



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan 
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

11. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan 
Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian. Urusan 
Pemerintahan Antara Pemenintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang 
Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka 
untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 152); 

14. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha 
Kecil dan Menengah; 

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan 
Tata Cara Pembagian Izin Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar dan 
Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 12); 

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan 
Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung 
Tahun 2007 Nomor 08); 

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 
Nomor 05); 

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana. 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08); 

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar 
Traditional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota 
Bandung Tahun 2009 Nomor 02); 

20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 (Lembaran 
Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09); 

Dengan …….



D e n ga n  P e r s e t u j u an  B e r s a m a  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG 

d a n  

WALIKOTA BANDUNG 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :   PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL 

 DAN MENENGAH 

 

BA B  I  

K E T E N T U AN  U M U M  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kota Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung. 

3. Walikota adalah Walikota Bandung. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung 

yang selanjutnya disingkat DPRD. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat 

daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang  

6. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. 

7. Usaha keeil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana 

dimaksud da1am Peraturan Daerah ini. 

8. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh 

perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan. 

 

9. usaha ……… 



9. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah 

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi 

usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan 

kegiatan ekonomi di Indonesia. 

10. Usaha perorangan adalah usaha yang tdak berbadan usaha. 

11. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, 

badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah. 

12. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan/atau pemerintah daerah guna 

menjaga keberlangsungan usaha micro, kecil, dan menengah. 

13. Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, 

institusi/lembaga lainnya utnuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha 

mikro, Kecil dan menengah agar menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkembang. 

14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha 

dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan lklim dan pengembangan usaha 

mikro, kecil dan menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang 

tangguh dan mandiri. 

15. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk 

memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan 

pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan 

days saing usaha mikro, kecil dan menengah. 

16. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk 

memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha 

mikro, keeil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, 

perlindungan, dan dukungan usaha yang seluas-luasnya. 

17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemenintah, Pemenintah Daerah, dunia usaha dan 

masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangakan 

dan memperkuat permodalam mikro, kecil dan menengah. 

18. Penjaminan …… 



18. jaminan adalah pernberian jaminan pinjangan usaha mikro, kecll darn menengah oleh lembaga 

penjamin kredit sebagai dukungan untuk mempercayai kesempatan memperoleh 

pinjaman da1am rangka memperkuat permodalalnnya. 

19. Kemitraan adalah kerja sama da1am kebersamaan usaha baik langsung atau tidak langsung atas 

dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang 

melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. 

BAB II 

ASAS, TUTUAN DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pasal 2 

Usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan : 

a. kekeluargaan; 

b. demokrasi ekonomi; 

c. kebersamaan; 

d. efisiensi berkeadilan; 

e. berkelanjutan; 

f. berwawasan 1ingkungan; 

g. kemandirian; 

h. keseimbangan kemajuan; dan 

i. kesatuan ekonomi daerah. 

Pasal 3 

(1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengambangkan usahanya 

dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang 

berkeadilan. 

(2) Pengelolaan usaha Mikro, kecil dan Menengah bertujuan untuk : 

a. memperkuat usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menjadi usaha yang tangguh, 

mandiri dan berkesinambungan; 

b. meningkatkan kemampuan usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat berusaha dan 

memperoleh hasil yang maksimal; 

c. menumbuhkan dan meningkatkan kernampuan usaha Micro, Cecil dan Menengah menjadi 

usaha yang berdaya saing tinged; 

d. meningkatkan kemampuan usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat 

mengembangkan kegiatan usahanya. 
 

Pasal  ……… 


